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Kepada siapa pertanyaan dalam judul di atas disematkan? Tentu kepada semua; penyelenggara negara, warga negara/organisasi sipil, serta kooporasi (private sector) karena ketiganya adalah pilar good governance (tata pemerintahan yang baik; ataupun pengistilahan lainnya). Sejak 1989, konsep good governance yang mulai dikemukakan oleh lembaga seperti World Bank, IMF, dan UNDP serta negara maju (Eropa/Amerika) dan korporasi barat, menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika dan Amerika Latin sebagai prakondisi untuk datangnya bantuan internasional kepada mereka. 

Sebagai bagian dari struktural adjustment program, berbagai lembaga tersebut mendapatkan instruksi dan tekanan dari institusi donor (negara maju dan korporasi barat) agar mereka menuntut supaya negara berkembang mau menggunakan prinsip good governance dengan mengimplementasikan sejumlah reformasi struktural dan kebijakan dalam pemerintah dan masyarakatnya sebagai syarat datangnya bantuan internasional. Seminar, workshop dan konferensi dilakukan di seluruh dunia (termasuk Indonesia) dengan penekanan manfaat konsep good governance dan menghendaki implementasinya sebagai proses menuju pembangunan berkelanjutan. 
Good governance dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, visioner, tanggung jawab, dan sejenisnya kemudian mendapat pujian yang mendunia serta mampu mendorong banyak negara berkembang untuk mulai melibatkan organisasi masyarakat sipil dan sektor privat dalam banyak aktivitas dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pelayanan publik, good governance kemudian dikembangkan sebagai landasan untuk membangun reformasi paradigma pelayanan publik. Muncullah misalnya konsep reinventing government atau new public management (NPM) yang dikemukakan oleh David Osborne (1990) sekaligus sebagai jawaban atas konsep old public administration.
Ide besar dari reinventing government adalah bagaimana agar perilaku dan nilai yang berkembang di organisasi publik dapat mengadopsi organisasi swasta/bisnis karena pada kenyataannya organisasi swasta jauh lebih nyaman dalam memberikan pelayanan ketimbang organisasi publik. Idiom-idiom dalam organisasi swasta dipakai oleh Osborne dalam mengkonstruksi konsepnya tentang administrasi publik; seperti istilah pelanggan, efisien dan efektif, produktivitas, orientasi pasar dan sebagainya. 
Sejak saat itu reinventing government atau NPM atau mewirausakan birokrasi menjadi sebuah wacana dominan yang menguasai alam pikir para ilmuwan administrai publik di Indonesia. Bahkan di ranah-ranah praksis (seperti lembaga-lembaga diklat aparat pemda/ pusdiklat) juga sudah memberikan materi ini pada para aparat pemerintahan yang mengikuti pelatihan.
NPM mengasumsikan bahwa publik selalu punya pilihan. Apabila pemerintahan --sebagai pemberi layanan-- bisa berprestasi dengan memenuhi kebutuhan publik, maka insentif bagi pegawai akan sangat berlaku. Ada prinsip reward and punishment, run government like a businesss (menjalankan pemerintahan seperti kegiatan bisnis), dan market as  solution to the ills in public sector (pasar sebagai solusi untuk masalah di sektor publik). 
Di Indonesia –tanpa melihat tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945-- sejumlah instansi negara kemudian berusaha menerapkan NPM (meski ada sikap pesimis dari berbagai pihak mengenai kesanggupan penerapannya) misalnya adalah reformasi birokrasi dengan menggunakan konsep balanced score card, yaitu dengan membentuk strategy map dan key performence indicators sebagai standar dan alat pengukuran kinerja pemerintah. 
Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya model ini terbukti sukses, hanya saja dalam pelaksanaannya dirasa masih setengah hati, misalnya terlihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibuat, juga antara program dengan key performence indicators, terutama pada penyusunan anggaran dengan format DIPA yang berformat money follow functions (uang mengikuti fungsi) sehingga tidak memungkinkan masuknya key performence indicators sebagai basis penyusunan anggaran. 
Sejak saat itu, konsep good governance mulai menuai kritik serius justru ketika di Indonesia sedang gencar-gencarnya dilakukan sebagai bagian dari semangat reformasi. Salah satu kritik radikal muncul dari Denhardt dalam The New Public Service -Serving Not Steering- (2007) dengan memunculkan teori social equity. Ia menilai bahwa konsep NPM yang mengedepankan paradigma pasar membuat administrasi publik hanya akan menguntungkan para pemilik modal ketimbang rakyat pada umumnya. 
Konsep dasar/intinya adalah bagaimana agar administrasi publik lebih menjamin terjadinya keadilan sosial daripada keberpihakan terhadap mekanisme pasar. Untuk mewujudkan itu administrasi publik harus dikembalikan kepada fungsi awalnya yaitu prinsip demokrasi, prinsip kewarganegaraan, dan prinsip pelayanan. Ajaran Osborne (melalui NPM-nya) telah membuat administrasi publik tercerabut dari akarnya yaitu negara, karena basis paradigma NPM adalah pasar. 
Apakah boleh menyamakan administrasi publik dengan administrasi bisnis? Tentu tidak. Menyamakan rakyat (sebagai basis administrasi publik) dengan pelanggan (basis administrasi bisnis) akan sangat berbahaya. Dalam dunia bisnis para birokratnya bekerja untuk menghasilkan untung dan ada persaingan dengan perusahaan lain yang menjadi kompetitornya sehingga jika pelayanan mereka tidak baik, maka dikhawatirkan pelanggan akan pergi ke perusahaan lain. Dalam administrasi publik tentu tidak demikian adanya. Masyarakat dilayani bukan atas sebab dia sebagai pelanggan, melainkan karena merekalah yang sesungguhnya telah memberi mandat politik kepada aparatur untuk bekerja memberikan pelayanan sehingga sehingga tugas aparatur publik adalah menciptakan keadilan sosial dalam melakukan pelayanan publik. 
Dalam konteks ini, pemikiran Denhardt sangat relevan diajukan untuk memahami sejauh mana pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi dan melayani rakyatnya bukan semata-mata mempertimbangkan kepentingan pasar atau kepentingan ekonomis. Denhardt kemudian menamai ajaran ini dengan New Public Service (NPS).
Upaya mengembalikan administrasi publik kembali ke akarnya (rakyat) diturunkan dalam tujuh prinsip dasar yaitu melayani warga negara/rakyat bukan pelanggan, mendalami pentingnya kepentingan publik bukan mekanisme pasar, meletakkan nilai kewarganegaraan dan pelayanan publik di atas kewirausahaan, berpikir secara strategis dan bertindak secara demokratis, memahami bahwa akuntabilitas publik itu bukanlah hal yang simpel karena makna akuntabilitas lebih dalam daripada sekedar hukum dan administratif, bukan sekedar jika ‘beres’ secara hukum dan administrasi maka selesailah soal akuntabilitas, tugas pemerintah adalah melayani bukannya mengendalikan, dan lebih menghargai rakyat daripada sekedar produktivitas kerja.
Dalam perkembangannya, konsep NPS juga mulai meruntuhkan konsep good governance sebagai induknya; misalnya Ali Farazmand (2004) dengan konsep sound governance. Baginya, konsep good governance tak lebih dari ‘jualan’ negara maju yang menganggap negara berkembang teramat ‘buruk’ dan miskin inovasi pada aparatur birokrasinya; padahal sesungguhnya tidak selalu demikian. Dengan tidak menafikan prinsip-prinsip yang ada dalam good governance, sound governance menawarkan konsep inovasi sebagai kunci bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang berfungsi menjalankan layanan publik dan mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. 
Bahkan berikutnya muncul juga konsep lain misalnya dynamic governance (Boon dan Geraldine, 2007) dan konsep citizen governance (Cathy Callahan, 2006). Dalam konsep apapun prinsip partisipasi, transparansi, akuntablitas, social equity, dan inovasi tetap menjadi kata kunci. Karena itu saya tidak ingin memperdebatkan governance sebagai tata kelola pemerintahan yang harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntablitas, social equity, dan inovasi-nya; semua kita pasti sepakat. 
Yang perlu kita ‘timbang ulang’ adalah konteks kepentingan barat yang memaksa kita mengimplementasikan “good” dalam makna dominasi private sector (swastanisasi) yang terbukti menjadikan warga negara sebagai obyek produktifitas. Saya tidak menilainya sebagai sesuatu yang buruk yang dilakukan negara maju kepada negara berkembang karena ini hanya masalah kepentingan. Karena jika kepentingan itu yang mengemuka, maka sebagai warga negara saya berani menjawab judul tulisan ini bahwa good governance kabarnya sudah di ambang senja. 
